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Keresahan Perawat Menghadapi RUU Kesehatan

ADA banyak hal mendasar yang
menegaskan sikap Persatuan Pe-
rawat Nasional Indonesia (PPNI)
untuk menolak peleburan Undang-
Undang (UU) Nomor 38 Tahun
2014 tentang Keperawatan ke dalam
RUU Kesehatan (omnibus law).
Sikap tersebut merupakan hasil
rapat pimpinan nasional PPNI pada

18 Oktober 2022 di Jakarta yang
dihadir 37 ketua dewan penguras
wilayaly Jumlah tersebut mewakil
selurub provinsi di Indonesia.

PPNIpercaya bahwa advokasiada-
lah pilar keperawatan. Perawat secara
naluriah mengadvokasi pasien
mereka, di iempatkerfumercka, dan
dikomunitas mereka. Tetapl, advokasi
legislatf dan politik tidak kalah
pentingnya untuk memajukan profesi
dan perawatan pasien. Alasan itulah
yang mendasan perawat se-Indonesia
memandang tndak perlu untuk
mengikutkan UU Keperawatan dalam
RUU Kesehatan. Yang harus
oleh pengambil kebijakan justru
seharusnya UL Keperawatan tersebut
diperkuat dengan peraturan-peraturan
yang mendukungterciptanya pela-
yanan keperawatan yang berkualitas
di Indonesia.

Masih banyak permasalahan
mendasar terkait profesi kepera-
watan. Di antaranya hambatan
dalam ruang lingkup prakiik. Mi-
salnya jenjang karier perawat sesuai
dengan pendidikan, pengalaman,
dan keterampilan yang dimliki
perawat belum sepenuhnya dapat

dimplementasikan dalam praktik
pelavanan kesehatan di Indonesia.

Mungkin kendisi tersebut sudah
ada di tata kelola rumah sakit pe-
merintah. Namun, bagaimana de-
ngan kebijakan di rumah sakit
swasta? Tentu saja masih banyak
tantangan terkait hal ini.

PPNI sangat memercayad bahwa
kepentingan pasien paling batk di
layani oleh berbagai profesional
tenaga kesehatan yang bekerjasama
untuk memberikan perawatan yang
aman. efeltif, dan teranghan Dengan
melindung dan memajukan ruang
lingkup praktik keperavwatan secara
legislast dan politik, PPNI akan dapat
memberdayakan perawat untuk
mermberikankeunggulan keperawatan
danmemimpinperubahan pelyanan
keschatan di Irlpc‘[!mmsiu

Sistem pelayanan kesehatan kita
menghadapi tantangan besar Ke:
kurangansumber daya munusin Ke-
kurangan tenaga kesehatan di daerah
terpencil merupakan permasalithan
yangbehimmenenukan solusi secler:
hana untuk memecahkan masalah
it Jumlahtenaga kesehatan vang ada
tidak lsaas daerah
dan jumlsh penduduk yang acs

Hal lain yang menjadi tantangan
dalam dunia keperawatan adalah
makin banyaknya kelompok usia
lﬂl’ljil‘l hlﬂ@'l menlngl:mn}u kom-
lethnltﬂjuuﬂmw," Kone
disi-hondistinulah yang secara langsung
berdampak pada tekanan kerja bag
perawatdan memengaruhi perawatan
pasien dan hasil keselunthan.

mmmhmm]lﬂ\hm
bahwa pendidikan berkelanjutan,
penmmmhlmnmjmlmg
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kerjayangkondusif, termasuk kejelas.
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kepada pasien Dan berdampak pula
padameningkatnya tingkatkepuiasan
pasien dan stal
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Keresahan perawat
se-Indonesia adalah sebuah
kewajaran menghadapi
situasi dan kondisi di atas,
Kewajaran ini dalam batas
perawat sehagai profesi

memerlukan du
legislatif dan politik untuk
dapat memberikan
pelayanan kesehatan yang
* maksimal kepada
masyarakat Indonesia.”

bak-pihak terkaituntuk meningkatkan
kondisikerjabagi perawat danmencapai
hasil pasien yang optimal. PPNI ber-
komitmen untuk memberkan yang
terbaik dalam kebijakan, prakuik. pro-
duk, advokasi, dan pengem!
profesional berbasis bukti untuk
memgstkanstafperawat yangaman
danmengubah pemberian pelayanan
keperawatan dan kesehatan.
Sementar RUU Kesehatan (omuni-
bus law) elahterdafiardalam Program
Legislasi Nasiomal( ) Prionitas
2022-2023 Dalam RUU Kesehatan
setidaknya ada sembilan UL yang
terbit di antara kurun wakns thon
1984 hlgﬁ?n 2021 terkait keschatan.
Antaralain meliputiwabahpenyakit,
pendidikan, kesehatan, praktik

kedokteran, keperawatan, hingga
peralatan kesehatan. Bila dihitung-
hiung, ada sekitar 900 pasal yang
diramu menjadi satu UU baru dengan
mitodeomnibus lawmenjadisekitar
400 pasal. Hal itulah yang mengusik
berbagai profesi dibidang kesehatan.

Onulﬂ)mkuudmdlﬁ‘lﬂ'nzé“w‘
sebagai furan Mg
T e oo
mencabut beberapa ketentuan
peraturan perundang-undangan dart
sektor-sektor yang berbeda untuk
disatukan ke dalam 1 (sanu) peraturan
perundang-undangan. Omnibus
leaw dinilad bermanfiat dalam rangka
harmonisasi peraturan perundang-
undangan Tujuan dari penggunaan
metode ormnibus law untuk me-
nyederhanakan regulasi dan men-
cegah wmpang-tindih peraturan
perundang-undangan. Penggunaan
metode omnibus lawdiIndonesia
saat ini masih terbatas pada UL,

Penerapandarimetode omnibus
law juga masih jauh dari kata sem-
purna. Contehnya adalah UU Cipta
Kerja yang dinyaiakan cacat formil
selelah dilakukan uj formil oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) akibat
tidak terpenuhinya prosedur pem-
bentukan suatu UL U Cipta Kerjn
dinyatakan inkonstitusional ber-
syarat melalui Putusan MK Nomor
91/PUU-XVIII/2020,

Keresahan perawat se-Indonesia
adalah sebuah kewajoran mengha-
dapi sinsasi dan kondisi diatas Ke-
wajaran ini dalam batas perawat

memerlukan kebijakan politis untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan
secara Umum.

Indonesia membutuhkan tata
kelola atau sistem kesehatan yang
lebih fleksibel antara kekuasaan
di tingkat pusat dan daerah serta
terus menguatkan sistgm jaminan
kesehatan bagi masyarakat Perawat
memiliki posisi yang strategis untuk
membantu negara dalam mening
katkan tata kelola sistem pelayanan
kesehatan di Indonesia

Menghadapi polemik ini. PPNI
harus mampu menjaci negostator
yang sangat batk, menjadi problem
solver, dan sekaligus mengerahkan
sumber daya manusia terbaiknya
untuk membantu pemerintah me-
ningkatkan pelayanan kesehatan
di Indonesia. Oleh karena 1w, pe-
rawat memerlukan dukungan le-
gislasi dan palitik untuk memperkuat
UU Keperawatan yang telah ada
dengan peraturan-peraturan pen-
dukungnya sehingga memberikan
privilese kepada perawat Indonesia
untuk memberikan pelayanan ter-
balknya Sementara disisi lain PPN]
harus membantu pemerintah untuk
menciptakan sistemn pelayanan kese-
hatan schingga masyarakat Indonesin
makin sehatdan sejahtera (%)

*) Ketua DPD Persatuan
Perawat Nasional Indonesia
(PPNI) Kota Malang;
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i



